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Abstrak
 

Pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk bersikap dan merespon dengan keputusan yang cepat

dan tepat. Keputusan Presiden untuk menerbitkan Perppu untuk penanganan pandemi Covid-19 menuai

kontroversi berkaitan dengan materi muatan dan prosedural penerbitan Perppu. Penelitian ini bertujuan

meninjau pilihan hukum kedaruratan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan implikasi pilihan

hukum kedaruratan terhadap pembentukan produk hukum Perppu dengan menggunakan metode yuridis-

normatif. Penelitian menemukan bahwa pilihan hukum kedaruratan campuran sebagai pilihan hukum

pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yang menggabungkan pilihan berdasarkan undang-undang

yang telah ada dan yang baru dibentuk serta menekankan pentingnya kontrol parlemen terhadap potensi

praktik kesewenang-wenangan Presiden. Karena itu diperlukan respon dan sikap DPR RI secara objektif

dalam melegitimasi tindakan Presiden yang secara subjektif ditetapkan melalui penerbitan Perppu Nomor 1

Tahun 2020 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Prosedur pengawasan DPR RI dalam mengesahkan Perppu

menjadi undang-undang harus mengedepankan permusyawaratan proporsional berdasarkan hukum tidak

hanya mengandalkan kepentingan politik semata. Sebaliknya Presiden perlu mempertimbangkan setiap

pilihan kebijakan selama menangani pandemi Covid-19 dan menerima evaluasi serta kritik agar senantiasa

berjalan berdasarkan atas hukum yang berlaku tanpa mengesampingkan hak dan kepentingan rakyat.

Melalui penelitian ini diharapkan setiap elemen pemerintahan maupun rakyat dapat bahu-membahu dan

memberikan sinyal kekompakan dalam mencari jalan keluar bersama untuk menyelamatkan negeri dari

pandemi yang masih tak kunjung menepi.

......The Covid-19 pandemic has forced the government to act and respond quickly with  appropriate

decision. The President's decision to issue a lieu of law for handling the Covid-19 pandemic has sparked

controversy regarding the substantive and procedural lieu of law issuance. This research intends to observe

the government's emergency law option in dealing with the Covid-19 pandemic and the implications of

emergency law options on the formation of the lieu of law using the juridical-normative method. This

research found that the mixture of mixed emergency option combines options based on existing laws and

newly formed and emphasizes the importance of parliamentary control over the President arbitrary power

potential. Therefore, it requires an objective response and attitude from the House of Representatives is

needed to legitimate the President's actions subjectively determined through the issuance Lieu of Law

Number 1 of 2020 and Lieu of Law Number 2 of 2020. The House of Representatives oversight procedure

in ratifying lieu of law must prioritize proportional deliberation based on the law not rely solely on political

interests. On the other hand, the President needs to consider his decision consequences and accept
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evaluations and criticisms that always walk according by law without compromising the rights and interests

of the people. Through this research, it is hoped that every element of the government and the people can

work together and give a signal of solidarity in finding a way out together to save the country from the

pandemic that is still not over.


